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Abstract 

 

 Social welfare can be defined as organized activities with the aim of 

increasing social well-being through providing assistance to people to meet 

needs in areas such as family and child life, health, social adjustment, 

living standards, and relationships. social relations. Social welfare 

services give primary attention to individuals, groups, communities, and 

wider population units.Social Welfare is a condition of fulfilling the 

material, spiritual and social needs of citizens in order to live properly and 

be able to develop themselves, so that they can carry out their social 

functions, with the aim of Islamic banks to collect funds from the public in 

the form of deposits and investments, channeling funds to people in need. 

funds from banks and provide services in the form of Islamic banking 

services. In essence, the principle of sharia refers to Islamic sharia which 

is primarily guided by the Koran and Hadith. Islam as a religion is a 

concept that regulates human life comprehensively and universally, both in 

relation to the Creator (HabluminAllah) and in human relations 

(Hablumminannas). Which provides the concept of Social Welfare. 
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Abstrak 

 

Kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang 

terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial 

melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, 

kesehatan, penyesuaian sosial, standar-standar kehidupan, dan hubungan-

hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian utama 

terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas- komunitas, dan 

kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas. Kesejahteraan Sosial adalah 

kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara 

agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya, dengn tujuan bank syariah untuk menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana 

kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank dan memberikan 

pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Pada intinya prinsip syariah 

tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al 
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Quran dan Hadist. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur 

kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan 

dengan Sang Pencipta (HabluminAllah) maupun dalam hubungan sesama 

manusia (Hablumminannas). Yang memberikan konsep Kesejahtern Sosial. 

 

Kata Kunci: Kesejahteraan Sosial, Perbankan Syariah 

 

 

A. Pendahuluan 

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) mampu membuktikan bahwa kinerja 

perbankan syariah bisa cemerlang di masa pandemi Covid-19. Hal ini menegaskan 

prospek dan potensi ekonomi syariah yang sangat besar dalam membangkitkan ekonomi 

dari tekanan krisis di dalam negeri. 

Direktur Utama BSI Hery Gunardi, mengungkapkan tentang kesejahteraan 

masyarakat dalam situasi pandemic perbankan syariah memeberikan alternatif layanan 

jasa keuangan karena lebih transparan, lebih berpihak kepada publik dan tidak 

memberatkan.  "Perbankan syariah mempermudah masyarakat melakukan transaksi 

sosial seperti zakat, infaq dan wakaf tanpa harus berinteraksi langsung. 

Kesejahteraan sosial (social walfare) merupakan suatu kondisi terpenuhinya 

kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara untuk dapat hidup layak dan 

mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Sodiq, 

2016) Kesejahteraan sosial yaitu kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang bertujuan 

untuk membantu individu dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan 

masyarakat.(Husna, 2014)  

Negara berperan memfasilitasi dan menjamin setiap warga secara adil untuk dapat 

mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara.(Arsyam & Alwi, 2019) 

Hal inilah yang dicita-citakan founding fathers bangsa Indonesia, sebagaimana yang 

tercantum dalam sila ke-3 dasar negara, Pancasila, yaitu Keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia. Hal itu juga termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia 1945 bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat.(Mauleny, Alhusain, Sayekti, & Lisnawati, 2018)  

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada Prinsip 

Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan 
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menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, 

kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.(Andrianto & Firmansyah, 2019)  

Adapun Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan 

kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi 

perekonomian nasional.(Ojk, 2021) Oleh karena itu, maka arah pengembangan 

perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, 

seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia 

(ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Yang mengacu pada visi 

perbankkan syari`ah Dengan visi Indonesia yang mandiri, makmur dan madani dengan 

menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah terkemuka dunia, terdapat empat target 

capaian utama yang direkomendasikan dalam Masterplan ini, yaitu: 

 

Gambar  1.1 Masterplan Pengembangan Perbankan Syariah Periode 2018-2022 

(Komite Nasional Keuangan Syariah, 2018) 

 

Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah dalam Peningkatan 

kesejahteraan merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana 

strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional  dan internasional. Hal ini 

selaras dengan Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah sebagai berikut: 
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Gambar  1.2 Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah.(Suhendra, Asworowati, 

& Ismawati, 2020) 

Di samping itu, saat ini kita sedang dihadapkan oleh kondisi global yang telah 

memaksa kita untuk masuk ke dalam era New Normal sebagai dampak dari pandemi 

global Covid-19. Era normal pasca pandemi ini telah membuat pola kehidupan sosial, 

masyarakat, dan ekonomi mengalami perubahan dengan semakin meningkatnya 

kewaspadaan yang mengharuskan menjaga jarak fisik dalam berinteraksi. Namun di sisi 

lain, kepedulian dalam membantu sesama semakin meningkat terutama dalam 

permasalahan ekonomi. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perbankan 

syariah untuk dapat memberikan pelayanan berbasis digital serta memenuhi kebutuhan 

sosial masyarakat sehingga dapat berperan dalam membangun perekonomian umat 

pasca pandemi.(Suhendra et al., 2020) 

Peta demografi agama di Indonesia. Berdasar hasil sensus penduduk Indonesia 

tahun 2010, jumlah penduduk negara kita pada angka 237.641.326 jiwa atau meningkat 

36 juta jiwa dari sensus sebelumnya. Dari keseluruhan penduduk Indonesia tersebut, 

Islam menjadi agama dominan yang dianut masyarakat, dengan perincian sebagai 

berikut 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia tetap 

tumbuh positif pada triwulan III 2021 meskipun melambat dibandingkan dengan 

capaian triwulan sebelumnya, sejalan dengan merebaknya varian delta Covid-19. 
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Ekonomi Indonesia pada triwulan III 2021 tumbuh sebesar 3,51%, lebih rendah dari 

capaian triwulan sebelumnya sebesar 7,07%. Perkembangan tersebut terutama ditopang 

oleh kinerja ekspor sejalan dengan tetap kuatnya permintaan mitra dagang utama. 

Ekonomi Indonesia triwulan III-2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami 

pertumbuhan sebesar 1,55 persen. 

 

Gambar  1.2), Perekonomian Indonesia tetap tumbuh positif pada triwulan III 2021 

Sumber: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)  

 

Dengan demikian, Ekonomi Indonesia triwulan III-2021 terhadap triwulan 

sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,55 persen Perekonomian Indonesia 

berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan 

III-2021 mencapai Rp4.325,4 triliun atau atas dasar harga konstan 2010 mencapai 

Rp2.815,9 triliun. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Badan 

Pusat Statistik Margo Yuwono menyampaikan, dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa 

Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,10 persen. 

Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami 

pertumbuhan tertinggi sebesar 9,28 persen. 

B. Konsep Kesejahteraan Sosial  

Kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi 

dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan 

kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti 

kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, standar-standar kehidupan, 

dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian utama 
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terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas- komunitas, dan kesatuan-

kesatuan penduduk yang lebih luas.(Suharto, 2010) 

Namun, menurut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Kesejahteraan sosial yaitu 

kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang bertujuan untuk membantu individu dan 

masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan 

kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat.(Husna, 2014) 

1. Kesejahteraan Menurut Al-Qur’an  

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. 

Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh 

Agama Islam ini.(Sukmasari, 2020) Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam 

Al-Qur’an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan 

diberikan oleh Allah Swt jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkannya dan 

menjauhi apa yang dilarangnya.(Purwana, 2014) 

Ayat-ayat Al-Qur’an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada 

yang secara langsung (tersurat) dan ada yang secara tidak langsung (tersirat) 

berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Namun demikian, penjelasan dengan 

menggunakan dua cara ini menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan. 

a) Qs. Al-Nah : 97  

”Barangsiapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam 

keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik 

dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah 

mereka kerjakan.” (H. salim, n.d.) 

b) Qs. Thaha 117-119  

”Kemudian Kami berfirman, ”Wahai Adam, sungguh (ini) iblis musuh bagimu 

dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua 

dari surga, nanti kamu celaka. Sungguh, ada (jaminan) untukmu di sana, engkau 

tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh, di sana engkau tidak 

akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.”(H. salim, n.d.) 

c) Qs. Al-A’raf: 10  

” Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana Kami 

sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit kamu bersyukur.” 

Pada ayat ini, Allah Swt mengingatkan kepada hambaNya untuk mensyukuri 
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nikmat yang telah diberikanNya. Nikmat itu adalah sarana untuk mendapatkan 

kesejahteraan yang berupa bumi yang diciptakanNya untuk tempat tinggal, 

tempat memenuhi segala hajat hidup, menguasai tanah, hasil tanamannya, 

binatang-binatangnya, dan tambang-tambangnya.(H. salim, n.d.) 

d) Qs. Al-Nisa’: 9  

”Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka 

meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir 

terhadap (kesejahteraannya). Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada 

Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”(H. salim, 

n.d.) 

e) Qs. Al-Baqarah: 126 

”Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: “Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri 

Mekkah) ini, negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada 

penduduknya, yaitu diantara mereka yang beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. Dia (Allah) berfirman: “Dan kepada orang kafir, Aku beri kesenangan 

sementara, kemudian akan Aku paksa dia ke dalam azab neraka dan itulah 

seburuk- buruk tempat kembali.” Kesejahteraan hanya diperoleh dengan 

penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Swt. Ajaran Islam mengajarkan juga 

tentang konsep untuk berbagi, membagi nikmat, membagi kebahagian dan 

ketenangan tidak hanya untuk individu namun untuk seluruh umat manusia di 

seluruh dunia.(H. salim, n.d.) 

2. Kesejahteraan Di Masa Rasulullah Dan Para Sahabatnya  

Ajaran ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari sumber utamanya, yakni Al-

Qur’an, Sunnah, dan khazanah Islam lainnya. Konsep-konsep ekonomi Islam yang 

didalamnya membahas tentang kesejahteraan individu, keluarga, masyarakat, dan 

negara telah tergambar secara jelas dalam ayat-ayat Al-Qur’an. Kesejahteraan dalam 

perspektif ekonomi Islam tidak hanya berhenti pada tataran konsep tetapi telah 

terwujud dalam praktek kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya. Implementasi 

nilai-nilai kesejahteraan ini tidak hanya dirasakan oleh umat Islam saat itu tetapi juga 

umat non muslim, bahkan rahmat bagi seluruh alam hingga masa modern saat 

ini.(Purwana, 2014) 
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Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, kegiatan muamalah seperti 

menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk 

keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, yang dilakukan dengan akad-

akad yang sesuai syariah telah lazim dilakukan umat Islam sejak zaman Rasulullah 

Saw. Rasulullah Saw, yang dikenal dengan julukan Al-amin, dipercaya oleh 

masyarakat Mekah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum 

hijrah ke Madinah, ia meminta Ali bin abi Thalib r.a untuk mengembalikan semua 

titipan itu kepada para pemiliknya. 

Seorang sahabat Rasulullah SAW, Zubair bin al-Awwam r.a., memilih tidak 

menerima titipan harta. Ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan 

Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda, yakni yang pertama, dengan 

mengambil uang itu sebagai pinjaman, Ia memiliki hak untuk memanfaatkannya; 

kedua, karena bentuknya pinjaman, ia berkewajiban untuk mengembalikannya secara 

utuh. Dalam riwayat lain disebutkan, Ibnu Abbas r.a. juga pernah melakukan 

pengiriman barang ke Kuffah dan Abdullah bin Zubair r.a. melakukan pengiriman 

uang dari Mekkah ke adiknya Mis'ab bin Zubair r.a. yang tinggal di Irak. 

Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya 

perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang paling tidak berlangsung dua 

kali dalam setahun. Bahkan, dalam masa pemerintahannya, Khalifah Umar bin 

Khattab r.a. menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang 

berhak. Dengan menggunakan cek ini, merekamengambil gandum di Baitul mal yang 

ketika itu diimpor dari Mesir. Di samping itu, pemberian modal untuk modal kerja 

berbasis bagi hasil, seperti mudharabah, muzara'ah, musaqah, telah dikenal sejak 

awal diantara kamu Muhajirin dan kaum Anshar. 

Dengan demikian, jelas bahwa terdapat individu-individu yang telah melakukan 

fungsi perbankan di zaman Rasulullah Saw., meskipun individu tersebut tidak 

melakukan seluruh fungsi perbankan. Namun fungsi-fungsi utama perbankan 

modern, yaitu menerima simpanan uang (deposit), menyaluran dana, dan melakukan 

transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam.  

Ajaran Islam telah menjelaskan bahwa sesungguhnya tujuan dasar Islam adalah 

terwujudnya kesejahteraan baik di dunia maupun akhirat. Dalam prakteknya, 

Rasulullah Saw. membangun suatu perekonomian yang dulunya dari titik nol 
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menjadi suatu perekonomian raksasa yang mampu menembus keluar dari jazirah 

Arab. Pemerintahan yang dibangun Rasulullah Saw di Madinah mampu menciptakan 

suatu aktivitas perekonomian yang membawa kemakmuran dan keluasan pengaruh 

pada masa itu.(Purwana, 2014) Kegiatan ekonomi telah menjadi sarana pencapaian 

kesejahteraan atau kemakmuran.  

Nabi Muhammad Saw memperkenalkan sistem ekonomi Islam. Hal ini berawal 

dari kerja sama antara kaum Muhajirin dan Anshar. Sistem ekonomi Islam yang 

diperkenalkan, antara lain, syirkah, qirad, dan khiyar dalam perdagangan. Selain itu, 

juga diperkenalkan sistem musaqah, mukhabarah, dan muzara’ah dalam bidang 

pertanian dan perkebunan. Para sahabat juga melakukan perdagangan dengan penuh 

kejujuran. Mereka tidak mengurangi timbangan dalam berdagang. 

3. Kesejahteraan Menurut Ulama  

Ekonomi Islam telah menjadi pembahasan tersendiri pada masa modern sekarang 

ini. Kajian-kajian telah banyak dilakukan oleh para ulama mengingat pada masa awal 

pertumbuhan Islam, ekonomi Islam belum muncul sebagai sebuah disiplin keilmuan. 

Meskipun demikian, pondasi atau landasan dasarnya telah terealisasi dalam sejarah 

Islam, sehingga hal inilah yang merupakan warisan yang terus menjadi sumber bagi 

berkembangnya nilai-nilai ekonomi Islam. Para Ulama berperan besar dalam 

memberikan penjelasan kepada para pelaku ekonomi dalam menjalankan kegiatan 

muamalahnya. Sesungguhnya mengkaji ekonomi Islam bukanlah dominasi para 

ekonom. Tetapi kajian ekonomi Islam hendaknya dilakukan para pakar Islam yang 

menguasai pandangan Islam dengan segala aspeknya yang sempurna. Kemudian 

setelah ini, baru pengkajian berpindah pada para spesialis, spesialis perekonomian 

merumuskan sistem perekonomian dengan tetap membuat pandangan Islam sebagai 

landasan dan acuan dasar. Pandangan Islam meliputi syariahnya, yang berkait dengan 

sistem perekonomian maupun yang berkait dengan sosial kemasyarakatan. 

Kesejahteraan merupakan sesuatu yang bersifat subjektif, sehingga ukuran 

kesejahteraan bagi setiap individu atau keluarga berbeda satu sama lain. Tetapi pada 

prinsipnya kesejahteraan berkaitan erat dengan kebutuhan dasar. Apabila kita lihat 

dalam Al-Qur’an indikator kesejahteraan dari masa ke masa hingga saat ini tidak 

mengalami perubahan.(Sukmasari, 2020) Harta merupakan sarana yang penting 

dalam menciptakan kesejahteraan umat. Dalam hal tertentu harta juga dapat 
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membuat bencana dan malapetaka bagi manusia. Al-Ghazali menempatkan urutan 

prioritasnya dalam urutan yang kelima dalam maqasid al-shari’ah. Keimanan dan 

harta benda sangat diperlukan dalam kebahagiaan manusia. Namun imanlah yang 

membantu menyuntikkan suatu disiplin dan makna, sehingga dapat menghantarkan 

harta sesuai sesuai tujuan syariah.(Purwana, 2014) 

Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam yaitu : 

Pertama Aqidah : komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas 

keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim 

manakala melakukan berbagai aktivitas dimuka bumi semata-mata untuk 

mendapatkan keridlaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah.  

Kedua Syariah : komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang 

muslim baik dalam bidang ibadah (habluminAllah) maupun dalam bidang muamalah 

(hablumminannas) yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi 

keyakinannya. Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan 

antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah 

maliyah.  

Ketiga Akhlaq : landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya 

sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan aqidah yang menjadi 

pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki akhlaqul karimah sebagaimana hadis 

nabi yang menyatakan "Tidaklah sekiranya Aku diutus kecuali untuk menjadikan 

akhlaqul karimah" Cukup banyak tuntunan Islam yang mengatur tentang kehidupan 

ekonomi umat yang antara lain secara garis besar adalah sebagai berikut: 

Pertama Tidak memperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung 

unsur spekulasi dan perjudian termasuk didalamnya aktivitas ekonomi yang diyakini 

akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Islam menempatkan fungsi uang 

semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi, sehingga tidak layak 

untuk diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi 

(gharar) sehingga yang ada adalah bukan harga uang apalagi dikaitkan dengan 

berlalunya waktu tetapi nilai uang untuk menukar dengan barang. 

Kedua Harta harus berputar (diniagakan) sehingga tidak boleh hanya berpusat 

pada segelintir orang dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta 

sehingga tidak produktif dan oleh karenanya bagi mereka yang mempunyai harta 
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yang tidak produktif akan dikenakan zakat yang lebih besar dibanding jika 

diproduktifkan. Hal ini juga dilandasi ajaran yang menyatakan bahwa kedudukan 

manusia dibumi sebagai khalifah yang menerima amanah dari Allah sebagai pemilik 

mutlak segala yang terkandung didalam bumi dan tugas manusia untuk 

menjadikannya sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan manusia. 

Ketiga Bekerja dan atau mencari nafkah adalah ibadah dan waJib dlakukan 

sehingga tidak seorangpun tanpa bekerja - yang berarti siap menghadapi resiko – 

dapat memperoleh keuntungan atau manfaat(bandingkan dengan perolehan bunga 

bank dari deposito yang bersifat tetap dan hampir tanpa resiko). 

Keempat Dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi 

harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka tanpa paksaan 

dari pihak manapun. 

Kelima Adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi 

khususnya yang tidak bersifat tunai dan adanya saksi yang bisa dipercaya (simetri 

dengan profesi akuntansi dan notaris). 

Keenam Zakat sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban penyisihan harta 

yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima, demikian 

juga anjuran yang kuat untuk mengeluarkan infaq dan shodaqah sebagai manifestasi 

dari pentingnya pemerataan kekayaan dan memerangi kemiskinan.  

C. PERBANKAN SYARIAH 

Bank syariah adalah bank yang sistem perbankannya menganut prinsip-prinsip dalam 

islam. Bank syariah merupakan bank yang diimpikan oleh para umat islam.(Rusby, 

2013)Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah. 

Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank 

konvensional. Pada intinya prinsip  syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang 

berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadist. Islam sebagai agama merupakan 

konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik 

dalam hubungan dengan Sang Pencipta (HabluminAllah) maupun dalam hubungan 

sesama manusia (Hablumminannas).  

Adapun strategi utama Bank syariah  

1) Penguatan Rantai Nilai halal  

2) Penguatan Sektor Keuangan Syariah.  
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3) Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  

4) Pemanfaatan dan Penguatan Ekonomi Digital.(Komite Nasional Keuangan 

Syariah, 2018) 

Dalam operasionalnya, perbankan syariah selalu dalam koridor-koridor prinsip-

prinsip sebagai berikut: 

1. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi 

dan resiko masing-masing pihak.  

2. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna 

dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling 

bersinergi untuk memperoleh keuntungan.  

3. Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan 

secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui 

kondisi dananya.  

4. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam 

masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. 

D. Tujuan  Dan Fungsi Perbankan Syariah Dalam Upaya Peningkatan 

Kesejahteraan Masyarakat 

1. Tujuan Perbankan Syariah 

Perbankan Syariah adalah bentuk pengejewantahan sistem ekonomi Islam, bank 

syariah hadir sebagai bagian dari sistem perekonomian bertujuan menunjang 

pelaksanaan pembangunan nasional. Pasal 3 UU Perbankan Syariah disebutkan 

bahwa Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional 

dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan 

rakyat.(Cakti Indra Gunawan & dkk, 2017) 

2. Tujuan Perbankan Syariah 

Dijelaskan bahwa dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional, Perbankan Syariah tetap berpegang pada Prinsip Syariah secara menyeluruh 

(kaffah) dan konsisten (istiqamah). Mengutip dari laman ojk.go.id, ada beberapa 

fungsi bank syariah yang dijelaskan, diantaranya:(Kemalasari, 2010) 

a) Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) wajib menjalankan fungsi  

b) menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.Bank Syariah dan UUS dapat 

menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima 
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dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan 

menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. 

c) Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang 

dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak 

pemberi wakaf (wakif). 

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada Prinsip 

Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan 

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan 

keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sedangkan apabila kita 

berbicara mengenai fungsi bank syariah, Bank syariah memiliki tiga fungsi utama 

yaitu:(Rusby, 2013) 

1. Fungsi bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk titipan dan investasi 

Fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat 

yang kelebihan dana. Bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al-wadiah dan dalam 

bentuk investasi dengan menggunakan akad al-mudharabah. Yang di jelaskan 

sebagai berikut: 

a) Al-wadiah adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua 

(bank), dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank dan pihak kedua, 

bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam 

transaksi yang diperbolehkan dalam islam.  

b) Al-mudarabah merupakan akad antara pihak pertama yang memiliki dana 

kemudian menginvestasikan dananya kepada pihak lain yang mana dapat 

memanfaatkan dana yang investasikan dengan tujuan tertentu yang 

diperbolehkan dalam syariat islam. 

2. Fungsi bank syariah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang 

membutuhkan dana dari bank. 

Fungsi bank syariah yang kedua ialah menyalurkan dana kepada masyarakat yang 

membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan 

dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana 

merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Dalam hal ini bank 
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syariah akan memperoleh return atas dana yang disalurkan. Return atau pendapatan 

yang diperoleh bank syariah atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya. Bank 

syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-

macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. 

Dalam akad jual beli, maka return yang diperoleh bank atas penyaluran dananya 

adalah dalam bentuk margin keuntungan. Margin keuntukngan merupakan selisih 

antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Pendapatan yang diperoleh 

dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah yang menggunakan akad kerja sama 

usaha adalah bagi hasil. 

 

 

3. Fungsi bank syariah untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa 

perbankan syariah. 

Fungsi bank syariah disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada 

masyarakat, bank syariah memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. 

Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan 

masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah 

merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa 

yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), 

pemindahbukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya. 

Aktivitas pelayanan jasa merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah 

untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari fee atas pelayanan jasa 

bank. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi informasi agar dapat 

memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah. Pelayanan yang dapat 

memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Harapan nasabah 

dalam pelayanan jasa bank ialah kecepatan dan keakuratannya. Bank syariah 

berlomba-lomba untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk layanan 

jasanya. Dengan pelayanan jasa tersebut, maka bank syariah mendapat imbalan 

berupa fee yang disebut fee based income. 

Bank Syariah di Indonesia, baik yang berbentuk Bank Umum Syariah (BUS) atau 

Unit Usaha Syariah (UUS) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

berada di bawah naungan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan 
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Syariah. Peraturan lain terkait dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) serta 

pendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia adalah UU No. 19 tahun 

2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), UU No. 3 tahun 2006 tentang 

Peradilan Agama untuk Ekonomi Syariah, UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, 

UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan lain sebagainya.(Hayati, n.d.)  

Salah satu pengertian dari ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana manusia 

bertingkah pekerti untuk mengorganisir kegiatan-kegiatan konsumsi dan 

produksinya. Oleh karenanya sistem ekonomi apapun termasuk ekonomi Islam yang 

diterapkan di dunia ini akan selalu berkaitan dengan tiga masalah utama 

perekonomian (The Three Fundamental and Interdependent Economic 

Problem).(Sodiq, 2016) Sistem ekonomi konvensional beranggapan bahwa tingkat 

kesejahteraan optimal akan dapat tercapai apabila setiap faktor produksi sudah 

teralokasikan sedemikian rupa sehingga tercapai keseimbangan yang ideal di seluruh 

sektor produksi. Dalam pandangan konsumen, kesejahteraan optimal dapat tercapai 

apabila distribusi barang telah teralokasi sedemikian rupa kepada setiap konsumen, 

sehingga tercapai keseimbangan ideal.  

Konsep kesejahteraan tersebut dalam pandangan ekonomi Islam masih mencakup 

hanya dimensi materi. Ekonomi Islam menghendaki kesejahteraan itu juga mencakup 

keseluruhan unsur materi dan non materi (psikis). Hal ini disebabkan kepuasan 

manusia itu terletak pada unsur-unsur non materi.(Purwana, 2014) 

Kesejahteraan dalam fungsi matematisnya dapat dilihat dibawah ini: 

Ki = f (MQ, SQ)  

Ki = adalah kesejahteraan yang Islami (Islamic Welfare) 

MQ = Kecerdasan Material (Material Quetient)  

SQ = Kecerdasan Spiritual (Spiritual Quetient) 

Konsep ekonomi Islam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

berdasarkan khazanah literatur Islam adalah: kepemilikan harta, meliputi 

kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Pengelolaan 

harta harus mencakup pemanfaatan dan pengembangan harta. Politik ekonomi Islam 

yang dilaksanakan oleh negara untuk menjamin tercapainya semua kebutuhan pokok 

(primer) setiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai jaminan yang 
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memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap 

(sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan mereka.(Purwana, 2014) 

Sejahtera bermakna aman sentosa dan makmur; selamat atau terlepas dari segala 

macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Kesejahteraan dapat dimaknai dengan: 

hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan, ketenteraman, kesenangan 

hidup, dan sebagainya; kemakmuran. Kesejahteraan Sosial atau social welfare adalah 

sistem yang mengatur pelayanan sosial dan lembaga-lembaga untuk membantu 

individu- individu dan kelompok-kelompok untuk mencapai tingkat kehidupan, 

kesehatan yang layak dengan tujuan menegakkan hubungan kemasyarakatan yang 

setara antar individu sesuai dengan kemampuan pertumbuhan mereka, memperbaiki 

kehidupan manusia sesuai dengan kebutuhan- kebutuhan masyarakat.” 

Pemerintah Republik Indonesia mendefinisikan Kesejahteraan Sosial adalah 

kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar 

dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan 

fungsi sosialnya. Untuk mengukur kesejahteraan suatu negara, Badan PBB untuk 

Pembangunan, yaitu UNDP (United Nations Development Program), setiap tahun 

merilis Human Development Report (HDR). Dalam HDR tersebut dirilis banyak 

sekali index, salah satu yang paling mendapatkan perhatian adalah Human 

Development Index (HDI). HDI dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). HDR Tahun 2014 melaporkan, bahwa 

Norwegia di posisi pertama. Posisi puncak ini sejak tahun 2010 ditempati oleh 

Norwegia.9 Sedangkan di urutan 187 adalah Nigeria.10 187 negara yang dilaporkan 

tersebut, diklasifikasikan dalam empat kategori, yaitu: pembangunan manusia 

kategori sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Kategori- kategori tersebut 

didasarkan pada evaluasi atas tiga dimensi utama. Ketiga dimensi tersebut adalah 

hidup panjang yang sehat, akses terhadap ilmu pengetahuan, dan standar kehidupan 

yang layak. 

E. Penutup 

Kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang 

terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui 

pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam 

beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, 
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standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan 

sosial memberi perhatian utama terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, 

komunitas- komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas. 

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, 

dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, 

sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dengn tujuan bank syariah untuk 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan 

dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank dan memberikan 

pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. 

Pada intinya prinsip  syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang 

berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadist. Islam sebagai agama merupakan 

konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik 

dalam hubungan dengan Sang Pencipta (HabluminAllah) maupun dalam hubungan 

sesama manusia (Hablumminannas). Yang memberikan konsep Kesejahtern Sosial. 
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